
























 

  

 

DRAFT 3 

PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

DENGAN 

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk SIDOARJO SURABAYA 

TENTANG 

PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMBAK UDANG VANAME, 

PEMBANGUNAN MILENIAL SHRIMP 

ESTATE DAN PROGRAM ALIH TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN AIR PAYAU 

Nomor  :  B3/176.1/II/DKP 

Nomor  :  08/GA-EXT/CPP/SDA/II/2023 

 

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7 – 2 – 2023), 

bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Tengah, berkedudukan di jalan Brigjen Katamso Nomor 2 

Palangka Raya 73112, BERDASARKAN Keputusan 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2018 

tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam 

Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut 

PIHAK KESATU. 



























































































































  

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
 

ANTARA 

 
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

DENGAN 

 
SEKOLAH BISNIS 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 
 

TENTANG 

 
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN NILAI TAMBAH 

KOMODITAS PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

NOMOR : 59/DTPHP/PKS/01/2023            

NOMOR :        /IT3.S3/HK.07.00-4/P/B/2023    

 

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga 

bertempat di Bogor Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

1. Ir. Hj. SUNARTI, MM : Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura 

dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang 

berkedudukan di Jalan Willem AS Nomor 5  

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 

 

2. Dr. Ir. Idqan Fahmi, Mec : Plt Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Sekolah Bisnis Institut Pertanian 

Bogor, yang berkedudukan di Jalan Raya 

Pajajaran, Bogor, Jawa Barat 16151, yang 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

    

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan untuk 

selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 



Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Institut Pertanian Bogor yang 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang studi manajemen dan 

Bisnis yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan 

c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut 

Pertanian Bogor telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama 

Nomor: 05/KB/KSD-KSPK/KTG/2022  dan Nomor: 170/IT3/HK.07.00-

2/P/B/2022 tentang Kerja Sama Penelitian, Pembangunan Dan 

Pengembangan Daerahtanggal 20 Agustus 2022. 

 

Berdasakan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk 

mengadakan Perjanjian Kerjasama Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan 
Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA 

 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK 

dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan 

Nilai Tambah Komoditas Pertanian  Provinsi Kalimantan Tengah; 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama 

antara PARA PIHAK dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan 

Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJASAMA 

 

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: 

a. Optimalisasi Korporasi Berbasis Petani; 

b. Capacity Building pengembangan komoditas unggulan; 

c. Analisis Value dan Supply Chain Bisnis Pangan di Kalimantan Tengah; 

d. Analisis Pasar Produk-Produk Pangan di Kalimantan Tengah. 

 

Pasal 3  

PELAKSANAAN 

 

(1) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas 

kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai, dengan ketentuan, 

peraturan perundang-undangan; 



(2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA dapat melibatkan dosen 

dan mahasiswa Program Studi Bisnis atau Program Studi lainnya. 

 

Pasal 4  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penguatan 

Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian  

Provinsi Kalimantan Tengah; 

b. memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka Penguatan 

Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi 

Kalimantan Tengah; 

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan 

Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian  Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merancang dan menyusun analisis kebutuhan untuk Penguatan 

Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian  ke 

depan; 

b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan; 

c. Menyediakan Narasumber dan Tenaga Ahli dalam Penguatan 

Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian 

Provinsi Kalimantan Tengah; 

d. Konsultasi Teknis Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan dan 

Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan 

Tengah;  

e. Memonitoring dan evaluasi program Penguatan Kelembagaan dan 

Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian  Provinsi Kalimantan 

Tengah; 

f. Aktivitas yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU. 

 

Pasal 5 

PEMBIAYAAN 

 

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kerja sama ini 

dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah sesuai dengan ketersediaan dan tanggung jawabnya, dengan 

mengacu pada peraturan perundang-undangan;  

(2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

ini akan diatur secara lebih detail dan teknis serta disepakati oleh PARA 



PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber-sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(3) Secara lebih detail dan teknis hak dan kewajiban PARA PIHAK akan 

dituangkan dalam Kontrak Kerjasama untuk setiap program kegiatan yang 

disusun dan disepakati bersama. 

 

 

Pasal 6 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pelakanaan Perjanjian Kejasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK 

yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan 

bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya. 

 

 

Pasal 7 

JANGKA WAKTU 

 

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat 

diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK; 

(2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum 

tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang akan 

memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada 

pihak lainnya, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian 

Kerjasama ini berakhir; 

(3) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum 

berakhirnya perjanjian kerjasama ini. 

 

 

Pasal 8 

ADDENDUM/AMANDEMEN 

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis 

berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Addendum 

dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 

 

  



Pasal 9 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan dikedua belah pihak atau force 

majeure dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan, 

tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK; 

(2) Yang termasuk force majeure antara lain:  

a. Bencana alam;  

b. Huru hara atau kerusuhan; 

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan  

d. Perubahan kebijakan dibidang anggaran dan pendapatan belanja negara 

sesuai dengan peraturan; 

(3) Segala perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini 

dilakukan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak; 

(4) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 

(2) diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. 

 

Pasal 10 

PENUTUP 

 

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 

rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap dan masing-masing 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;  

(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA 

PIHAK. 

 

 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

 

PIHAK KESATU 

(Ir. Hj. SUNARTI, MM) (Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec) 

      Kepala Dinas        Plt Dekan 
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KELAUTAN DAIY PERII(ANAN PROVINSI JATryA TENGAH

DENGAN
DINAS KELAUTAT{ DAN PERII(ANAN PROVINSI I(ALIMANTAIT

TEI{GAH

Pada hari ini Jumat tanggal
Ribu Delapan Belas, yang
masing :

: 523.33 12631.1I?OLB
| 82.2I67LIDUDKP|2O18

Empat Belas bulan September tahun Dua
bertanda tangan dibawah ini masing -

NOMOR
NOIUOR

TENTANG
PERIKAIIAIT TANGKAP DALAM KEGIATAN

ANDON PENAIIGI(APAN IKAITT

I. LALU M. SYAFRIADI

II. DARLIANSJAH

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol Nomor 134
Semarang, dalam ha1 ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah,
berkedudukan di Jalan Brigjend
Katamso Nomor 2 Palangka Raya, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.



1.

2.

Berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 19513 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai

Undang-Undang;
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2OA4 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang * Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31

Tahun 2OO4 Tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 Tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasarna Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018

tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah ;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-
KP|2O14 tentang Andon Penangkapan Ikan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-

KPl2AL6 tentang Pedoman Nomenkaltur Perangkat Daerah dan

Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan

Perikanan;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



L2.

13.

t4.

15.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-
KP /2OL6 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 /KEPMEN-
KP l2ol7 tentang Estimasi Potensi, Jum1ah Tangkapan yang

Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanflaatan Sumber Daya lkan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubiik Indonesia;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi
Kalimantan Tengah.
Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah

dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :

nA.rc/AA4 tahun 2018 dan Nomor : Ot/T<B/KSAD-KTG/2018
tanggal 5 Februari 2Ol8 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara

bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut
PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Keda Sama sebagai

tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan
Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 120.13/004 tahun
2018 dan Nomor Ol/I<B/KSAD-KTG l2}rc tanggal 5 Februari 2018

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan

bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan

perikanan di wilaYahnYa.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan dan bertanggung
jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di
wilayahnya.

3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

usaha penangkaPan ikan'
3



4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di
laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal
perikanan berukuran tidak lebih dari 3O (tiga puluhl grose tonnage
(GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum
dalam SIPI Andon.
Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI
Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di luar
wilayah domisili administrasinya.
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat
atau cara apa puo, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menan gani, mengolah, dan / atau men gawetkannya.
Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA

adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi
tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan
melakukan andon.
Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan
dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari
30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapan
ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan

{SIPI) Andon;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah terjalinnya kerja sama
PARA PIHAK di bidang Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan
pada ketentuan-ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat
mengikat secara hukum;
Tujuan Pedanjian Kerj'a Sama adalah untuk mempermudah
koordinasi penanganan, perrzinan dan pengawasan terhadap
nelayan andon.

5.

6.

7.

8.

{1)

{2}



BAB III
OBYEK I{EzuA SAMA

Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang
ikan.

andon penangkapan

BAB IV
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. AIat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
(ABPIi
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang
dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Komoditas Tangkapan
Jenis komoditas tangkapan yang diperbolehkan sesuai peraturan
yang berlaku tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang

diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di
wilayah pengeiolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang

dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3. Jumlah Kapal yang diizinkan
Kapal yang di izinkan berjumlah 5O unit dari Provinsi Kalimantan
Tengah ke Jawa Tengah, sebaliknya 50 unit dari Jawa Tengah ke

Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Jumlah Anak Buah KaPal (ABK)

Jumlah anak buah kapal ( ABK ) yat g akan melakukan andon
penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan
dan harus dilaporkan dalam surat permohonan andon.



5. Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan
Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan sesuai yang

tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang

diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk, dengan

memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan
permohonan nelayan andon, (Pelabuhan/pangkalan yang
diperbolehkan adalah: Pelabuhan Perikanan Kumai Pangkalan

bun di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah, dan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten
Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, PPP Bajomulyo di
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, PPP Tasikagung di
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, PPP Kiidang tor di
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan PPP Tegalsari di Kota

Tegal di Provinsi Jawa Tengah).

Hasil Tangkapan Yang Didaratkan
Ikan tangkapan yang didaratkan di pelabuhan yang telah
ditetapkan, untuk dilakukan pencatatan oleh petugas, setelah itu
sebagian dipasarkan di lokasi dan atau sebagian dibawa ke sentra
pemasaran lainnya.

Musim lkan
Instansi/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon
harus memperhatikan musim ikan pada lokasi / daetah
penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan nelayan andon.

Jalur penangkapan ikan nelayan andon
Jalur penangkapan ikan kapal nelayan andon dengan ukuran >10

sampai dengan 30 GT dilarang melakukan aktifitas penangkapan

ikan di bawah 8 mil laut.

9. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan daiam bentuk pelaporan

kepada PARA PIHAK dan disampaikan kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

setiap 6 (enam) bulan.

6.

7.

8.



(1)

BAB V
BEIITUK
Pasal 5

(1) Kerja sarna pelayanan Antar Daerah;
(2) Kerja sarna pengembangan Sumberdaya Manusia;

BAB VI
HAK DAN KESTAJIBAN

Pasal 6

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :

a. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

andon penangkapan ikan.
c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak

memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

PIHAI( KEDUA mempunyai hak untuk :

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

andon penangkapan ikan.
b. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh PIIIAII PERTAMA.
c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak

memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk :

a. Mensosialisasikan perjanjian kerja salna ini kepada dinas yang

membidangi perikanan di Kabupatenf Kota, pelaku usaha

nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam

operasionalnYa
b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAI( KEDUA, sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan

pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang

tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;

(2\



d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peiaksanaan

Andon penangkapan ikan;
e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan

Andon kepada PIIIAK KEDUA;
f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan Andon berupa

bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan mediasi

apabila terjadi konflik nelaYan.

t2) PIHAK KTDUA mempunyai kewajiban untuk :

a. Mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada dinas yang

membidangi perikanan di Kabupatenf Kota, pelaku usaha

nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam
operasionalnya

b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAK PERTAMA,

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan

pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang

tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

andon penangkaPan ikan;
e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan

Andon kepada PIHAK PERTAMA;
f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan andon berupa

bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
g. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan mediasi

apabila terjadi konflik nelaYan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Pedanjian Kerja Sama yang

berkaitan monitoring evaluasi, pengawasan dan penyelesaian masalah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing *
masing PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat,

sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)/Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).



BAB VIII
JANGI(A UIAKTU KEzuA SAMA

Pasal 9

(1) Peq'anjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak

ditandatangani, dan dapat diiakukan evaluasi untuk perbaikan

selama rentang waktu tersebut.

(2t setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang kembali dengan persetujuan oleh PARA PIHAK

sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESATAN PERSELISIHAN

Pasal 1O

(U Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat peiaksanaan Pedanjian

Keda Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;

t2) Apabila penyeiesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ADDENDUM

Pasal 11

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi

Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (Addenduml

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



(1)

t2l

{1)

{21

BAB XI
PENGAK}IIRAN KEzuA SAMA

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila lratas

waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum batas waktu yang

telah ditetapkan melalui kesepakatan PARA PIHAK'

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Untuk pedoman pelaksanaan operasional dibuat Pedoman

Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap

dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan yang merupakan satu

kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pedanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di

Palansgka Raya,s bermaterai cukup dibuat dalam rangkap 2 {dua}'
untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tembusannya

disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Up. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap beserta

Gubernur Up. Biro Pemerintahan.

Palangka Raya, 14 SePtember 2018

%
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KESEPAKATAN BERSAMA 

  ANTARA 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

DAN 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TENTANG 

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH 

NOMOR  :  120.23/366/ KSB/011.3/2022 

NOMOR  :   04/ KB / KSDD-KTG /2022 

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Dua (14-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. 

 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA   : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di 

Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, 

yang diangkat berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P 

Tahun 2019 tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019 

- 2024 tanggal 8 Januari 2019, dalam hal 

ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

II. 

 

 

SUGIANTO SABRAN  : Gubernur Kalimantan Tengah, 

berkedudukan di Jalan RTA Milono 

Nomor 01 Palangka Raya, yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 

2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang 

Pengesahan Pemberhentian dan 

Pengangkatan Gubernur Kalimantan 

Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 



 
 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 

Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut 

PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Jawa Timur; 

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 

Provinsi Kalimantan Tengah; dan 

3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah, serta guna memberikan kontribusi 

dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan 

nasional, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.  

 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);  



 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan 

Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja 

Sama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111); 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat 

Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan 

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :  

 

Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-

program, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak 

dalam rangka meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan 

Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif, efisien dan saling 

menguntungkan. 

 

Pasal 2 

OBJEK   

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pembangunan Daerah di 

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

Pasal 3 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi: 

a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi; 

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

c. Bidang Pendapatan Daerah; 

d. Perindustrian dan Perdagangan; 

e. Kelautan dan Perikanan; 

f. Perhubungan; 

 



 
 

g. Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan; 

h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

j. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

k. Kehutanan; 

l. Kebudayaan dan Pariwisata; 

m. Komunikasi dan Informatika; 

n. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 

o. bidang lainnya yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan PARA PIHAK dan disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan 

PARA PIHAK. 

 

Pasal 4 

PELAKSANAAN 

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis 

operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai 

kesepakatan PARA PIHAK.  

(2) PARA PIHAK memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk 

membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal 

perusahaan. 

 

Pasal 5 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini 

dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal  6 

JANGKA WAKTU 

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 

sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA 

PIHAK. 

 

 

 

 



 
 

Pasal 7 

SURAT  MENYURAT 

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan 

Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai 

berikut : 

a. PIHAK KESATU 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur 

Alamat        : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya  

Telepon     : (031) 3524259  

Faksimile     : (031) 3524259 

E-mail     :  adpemum.jatimprov@gmail.com 

b. PIHAK KEDUA 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

           u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah 

Alamat : Jalan RTA. Milono Nomor 01, Palangka Raya  

Telepon : (0536) 3221247 

Faksimili : (0536) 3221716 

Email : hubungankerjasama@gmail.com 

(2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal 

terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud 

memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat 

tercatat, email atau media lainnya secara resmi; 

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan 

Bersama ini. 

 

Pasal 8  

  KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya 

pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK. 

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK. 

(3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan 

Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. 

 

 

 

mailto:adpemum.jatimprov@gmail.com


 
 

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, 

pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

SUGIANTO SABRAN  

                    PIHAK KESATU, 

 

 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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